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HANYA DALAM
WAKTU SATU
DEKADE MULAI
OKTOBER 1999 —
2010

TERDAPAT 205
DAERAH
PEMEKARAN BARU

7 PROPINSI

164
KABUPATEN

34 KOTA.










PERSYARATAN LAIN PEMEKARAN
/ -




Dasar Umum Pemekaran

B DILINDUNGI UNDANG UNDANG

® TERLALU LUASNYA DAERAH

B CITA CITA PERBAIKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

®CITA CITA KEADILAN DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN




PROSPEK PROPINSI
SUMBAWA

" PENDUDUK —

" PERSYARATAN
ADMINISTRATIVE

" KEMAMPUAN ——
DAERAH

® REKOMENDAS| —
DAERAH ATASAN

CUKUP
PROSPEKTIVE

BISA DIPENUHI
KALAU MAU

FINANSIAL, SDA
LUMAYAN

BELUM JELAS




PEMEKARAN

ADMINISTRATIVE

DUKUNGAN
PEMPROV NTB

ASPIRASI

LEGISLASI

DIPENUHI
2011

DIPENUHI
2011

DIPENUHI
2011



KELEMAHAN UMUM PEMEKARAN




ALASAN PEMEKARAN

- PELAYANAN LEBIH BAIK, - ASPIRASI RAKYAT SUMBAWA
CEPAT DAN MURAH BISA LEBIH TERDENGAR

PEMEKARAN

MERATAAN
AN TERLALU LUASNYA
DAERAH

KEADILAN PROPINSI

DAN KESEJAHTERAAN




“Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) KH. M.
Zainul Majdi atau tuan guru Bajang
menegaskan telah menghentikan proses
pembentukan Provinsi Sumbawa”

“Penegasan tuan Guru Bajang ini terkait dengan arahan Presiden SBY untuk
menyetop sementara proses pemekaran wilayah di seluruh wilayah Indonesia”




PENJELASAN GUBERNUR NTB

"Saya berkewajinan merespons aspirasi pembentukan Provinsi
Sumbawa dengan merekomendasikannya kepada pemerintah
pusat sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.*



REAKS|I ORANG MBOJO
www.sumbawanews.com

"Sebenarnya arahan Presiden hanya dijadikan
tameng oleh Gubernur NTB untuk menggagalkan
pembentukan provinsi Sumbawa. Selama 2 tahun
terpilih sebagai Gubernur NTB pasangan Bajang
- Badrul sama sekali tidak berniat menggoalkan
pembentukan provinsi Sumbawa."” pungkas
aktivis asal Mbojo ini. (**/sn01)



MORATORIUM

B Sementara ada 20 pengajuan
pemekaran daerah baru

® yang sudah masuk ke komisi || DPR RI
belum ditindak lanjuti

B karena adanya moratorium Presiden.



SOLUSI



SOLUSI 1

® PENYELARASAN ANTARA SYARAT

ADMINISTRATIVE DENGAN ASPIRASI

® PENGUATAN ASPIRASI PEMEKARAN DAN
KOMUNIKASI ANTARA DPRD DAN

PEMERINTAHN

" KETERSEDIAAN DATA DAN FAKTA LAPANGAN

" KETERSEDIAAN TENAGA Al

LI DAN TEAM



Lobby Atas,; ‘Jalan Bawah

B Posisi politik sumbawa di DPR Rl lumayan
bagus:

B DPR 4 wakil : Fachri Hamzah,
Abdurahman, Lutfi, Rudi di DPR RI

® Prof. Farouk Muhammad di DPD serta
ditambah

B Tokoh Jakarta Harun Al Rasyid yang
mewakili Jakarta utara di DPR..



ASPIRASI

MASYARAKAT

TOKOH MASYARAKAT

DPRD PROPINSI

GUBERNUR

WALIKOTA

BUPATI

DPRD KOTA / KAB

DPR - RI

DPD -NTB




Secara umum, pembentukan propinsi Sumbawa
memenuhi syarat, baik hukum, geologis, administratif,
SDM dan ekonomi maupun sosial cultural dan
struktural.”

“Memang betul, sudah ada sejumlah langkah di ambil,
tetapi baru sebatas pembahasan dan tuntutan”.

“Belum ada keseriusan dalam komitmen untuk
mengambil langkah strategis lain dengan duduk bersama
dan lapang ada”.


http://www.sumbawanews.com/

'KESIMPULAN

BAHWA PEMEKARAN DALAM KERANGKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN ASPIRASI MASYARAKAT DILINDUNGI OLEH
UNDANG UNDANG

MASIH BANYAK YANG HARUS DILAKUKAN OLEH TOKOH
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI NTB DAN LIMA CALON
ANGGOTA PROPINSI SUMBAWA SESUAI DENGAN ATURAN
PERUNDANGAN

PERLU PENGUATAN DAYA DUKUNG ADMINISTRATIVE,
LANGKAH POLITIK DAN SINERGI ANTAR AKTOR SESUAI
PERATURAN YANG BERLAKU
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